5) g PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT =z

e BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH e
<7 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Xy
T = Alsmat » Kompiets Pertantoran Bumd Frags Lawor, E-matbkgmebtsp. mubar@yahoo. com £
& :
th i
.1_-; ® # # .ﬁ‘. #
4 Mowmor & soa;mucﬂ; / BKPMD-PTSP / XI / 2016
.'.:\. ‘Ll
BUPATI MUNA BARAT <5
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-.-:‘ Msmbaca  : Surat Permohonan dari Saudara LA ODE MIRWANTO tanggal 22 November 2016 dengan maksud untuk mendapafkan _{‘
s/ Imq;aﬁmal =y
"‘._“.-; Menimbang : 1. Bahwa Sural Permohonan tersebut beserla lampiran - lampirannya lelsh memenuhi syaral - syaret sebagaimana ™. I
A diatur dalam ketentuan lzin Operasional sehingga dapat diberikan brin Operasional, A
7/ 2 Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olzhraga Kab. Muna Baral telsh melaksanakan survei dan .. ,
o verifikasl secara teknis sehingga layak diberkan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor ; 424 1183011/ = -
vt 2018, 08 November 2016; v
.4 Mengingst : 1. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Y
td zum;-wmumufnarmmumwmmmmBaadnmw.,
1 .TI" TW ._.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 lentang Standar Pendidikan Nasional;
= 4. Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; i3
i 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tzhun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal; ~
R 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Masional Percepatan Penuntasan Wajib Belasjar _'-
< Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Bula Aksara, “
By T :;Juh;rm Menteri Delam Megeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu |
LA int; .
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
: .:':' Pendidikan Non Formal; :
RIS 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No U1Ta!um2012mla‘lgsmﬂ.hr0'umbmidmhtaﬁujaww
e Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, i
-~ 10. Peraluran Bupali Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tenlang Pembenlukan Organisasi dan Tata Kerja, u
Py | Inspekioral, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupalen Muna Barat; ’3
¥ MEMUTUSKAN ~h
0
Memberikan Izin Operasional kepada : .
1. MNama lembaga : PAUD. SINAR BAHARI - '_"_
2. Alamat Lembaga : Desa Tanjung Pinang - Kec. Kusambi - Kab. Muna Barat -~
3. Nama Pengelola : LA ODE MIRWANTO L
4. Aamal Pengelola : Desa Tanjung Pinang - Kec. Kusambi - Kab, Muna Barat A
. Surat Izin Operasional ini bertaku sejak tanggal 23 November 2016 dan berakhir pada tanggal 23 November 2018; .7
. Surat Izin Operasional Ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihal oleh umum; ""_
. Sebap perpanjangan Surat lzin Operasional harus melampirkan lzin Operasional Asli yang Ielah selesal masa &
berlakunya; =0
. Surat lzin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang beriaku atas < *
g pemberian |zin Operasional Ini; '."
by V1. Apabila dikemudian hari lemyata terdapat kekeliruan dalam pemberian [zin Operasional ini akan diadakan perbakan v
: sebagaimana mestinya, =
DITETAPKANDI : LAWORO %
“ PADA TANGGAL : 23 NOVEMBER 2016 By
Acn. BUPATI MUNA BARAT L
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1 Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada : 1
:4 1. Bupai MunaBarat di Loworo; ._:.-
«// 2 KepalaDinas Pendidkan, Kebudayaan, Pemuda dan Olshrage it
'.'. Kab. Muna Barat di Laworo; iy
v 1 Kepaln Inspekiorat Kah Muna Barat di Laworo; .
“. 4 4 Camat Kusambi di Tempat v 4
{+ 5 Kepaia Desa Tanjung Pinang di Tanjung Pinang; NIP, 185812311984011013 -
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